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SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/005
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021

Disahkan oleh

NAMA SOP : Penyelenggaraan Workshop

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan
Nasional

2. Undang-undang Rl Nomor 14 Tahun 2008 tentang kebebasan informasi publik

3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah kabupaten/Kota

6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

7. Permenpan RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintah

8. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kemenkes RI

1.  Memiliki Kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer

2. Memiliki nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif dan bersih
3. Rajin, cekatan dan teliti
4. Memahami strategi dan kebijakan kesehatan

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Penatalaksanaan Surat Keluar
2. SOP Penatalaksanaan Surat Masuk
3. SOP Penatalaksanaan Arsip

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan
2. Komputer dan alat tulis kantor

3. Seperangkat komputer dilengkapi dengan program

4. Infokus

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP Penyelenggaran workshop tidak dibuat dan dilaksanakan, maka tidak ada
koordinasi dan dapat menghambat monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran
BTKLPP Kelas | Makassar.

Semua kegiatan lintas seksi harus terkoordinasi dengan

terdokumentasi

baik

dan




PROSEDUR PENYELENGGARAAN WORKSHOP

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas sp | U
Kepala Kantor | _ Eﬁum Koordinator SE.;P““:“;”PE‘ JFU Arsiparis Kelengkapan Waktu Output Keterangan
8 ADKL danPTL | _ "8
| Perencana
Membuat usulan pelaksanaan kegiatan TOR pelaksanaan kegiatan - .
1 workshop Q workshop, lembar disposisi At Dot
: T v
Usulan kegiatan workshop disstwui dan
2 |menginstruksikan untuk metaksanakan Lembar disposisi 10 mnt Drsposssi
persiapan pelaksanaan kepiatan I
] k
3 Membuat undangan dan surat pemintaan Kompules, Prinler, Kertas 20 mnt Unl:.la{!gan dan surat
narasumber i permintaan narasumber
= Und dan 3
. d ndangan dan Surat
b s e ket <> Sntmge s | o | pamtean st
ga B Tainh e N P yang telah diparaf
Menyetujui dan menandatangani ] s Undangan dan surat Ifndangan dan surat
§ |undangan dan surat permintaan - permintaan narasumber 10 mnt | permintaan narasumber
narasumber Saigu yang telah diparaf yang telah ditandatangani
(i : i "b Undangan dan surat
i Menjlsln!:uusftan hdangean coon Gt permintaan narasumber | disesuakan Tanda terima
permintaan narasumber s ¢
yang telah ditandatangani
I_!_I
W
Pefaksanaan kegiatan workshop dengan Komputer, infokus, ' . ,
? keterlibatan semua phak soundsistem, ruangan, ATK o] R el Regitn
|
8 |Membuat laporan hasil kepiatan workshop Homputer, printer dan AT 80 mnt Laporan hasi kegiatan
¥
8  |Menerima faporan workshop Laporan hasd kegiatan 30 mnt Ewvaluasi kegiatan
10 |Mengarsipkan laperan workshog Laporan hasd kegiatan 10 mnt Arsip
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SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi

Tgl. Efektif
Disahkan ole

: BTKLPP-MKS/SOP/TU/009

: 01 Februari 2018
1 17 Februari 2021
: 17 Februari 2021

N 3-- Sudirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Penanganan Benturan Kepentingan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

1. Kepala Kantor

2. UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari | 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
korupsi, kolusi dan nepotisme 3. Tim Penanganan Pengaduan masyarakat terpadu
3.  UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 4. Tim WBS
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri
dalam usaha swasta
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 37
tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit
7. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 51 tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan
pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kesehatan
8. International Health Regulation (IHR) 2005
Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Pengaduan masyarakat 1. ATK
2. SOP Penanganan Whistle Blowing System 2. Komputer
3. SOP Monitoring dan Evaluasi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Tidak terlaksananya SOP, berakibat pelayanan terganggu

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hard copy




PROSEDUR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pelaku Mutu Baku
Mo Aktivitas
Ka. Sub J
Kepala Kantor ELaEian ADUM | Tim Dumas Tim WBS Kelengkapan Waktu Qutput Keterangan
Memberikan Instruks: kepada kepala sub bagian tata 3 2o
1 |usaha untuk melakukan koordinasi penanganan benturan Leibar dlﬁrﬂsm' pulped, 5 mnt [Hsporeisi :EEE'EE?;
kepentingan P '
IS
Melzkukan koordinasi dengan pejabat pemanghu Permenkes
2 |kepentingan. tim dumas dan bm WEBS mengenai laporan Buku notutensi, pulpen 10 mnt Laporan Mo 5112012
potensi benturan kepentingan
Menyampakan laporan dan melakekan analisis terhadap l 5 K
3 |laporan dugaan adanya benturan kepentingan atau surat l ] ATE 30 mnt Laporan Analiss NEE?E[I?;
pernyataan potensi benturan kepentngan | ‘
|Melaporkan hasil anafisis terhadap laporan dugaan adanya : Permenkes
4 benturan kepentingan £ ATE 15 mnt Rencana fndak Lanput No 5172012
= |melakukan pemeriksaankebenaran laporan dugaan . : Premenkes
|adanya benturan kepentingan € ATE dathon |  Spoanbodsh s Mo 5112012
Melakukan penanganan/tindak lanjut atau penghentian Pl
&  [atas benturan kepentngan yang terbukt ataw tidak = ATE 35 mnt laporan No 5172012
lengkap sesual keputusan 1T
- Melakukan montonng dan evaluasi terhadap pelaksanaan hd ATH 15 mAt . W Permenkes
kepuiusan penanganan bentwan kepentingan | ol L Mo 5172012
W
Mengarsipkan laporan-laporan penanganan benturan Permenkes
® lkepentngan B AR L i No 5112012
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Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/012
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021

Disahkan oleh

NIP 1 97001 121994031 004

NAMA SOP : Penyelenggaraan Rapat Internal

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara

1. Memilik kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer

2. UU RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem rencana pembangunan nasional 2. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan | 3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah pengetahuan ataupun kejadian lainnya terkait SIMPEKA
Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah Rl nomor 39 tahun 2009 tentang tata cara pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
5. Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit
6. Peraturan Menteri PAN Rl nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP
administrasi pemerintah
7. RAKBTKLPP Kelas | Makassar
8. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kemenkes RI
Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Penatalaksanaan surat keluar 1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. SOP Penatalaksanaan Arsip 2. Memahami perencanaan program/kegiatan BTKLPP Kelas | Makassar
3. SOP Penyelenggaraan Rapat 3. Alat tulis kantor
4. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja
5. Lembar disposisi, buku/notulen rapat
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila rapat internal tidak terlaksana maka tidak termonitoring dengan baik kegiatan yang
telah dilaksanakan oleh BTKLPP Kelas | Makassar, dan informasi menjadi terlambat
tersampaikan kepada publik

Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik dalam bentuk hardcopy
dan softcopy serta diarsipkan dengan baik




FRIDEEDLER FENTELENGOGARAAN RAPAT INTERHAL

ADFLUPASS ubsDorTi nator

Pelakeana Mty Baku
Mo, Aktiveine Iun =T
! Fa. Swb Hoondinator
Hapala Hardor Pengadminist Halangkapan ‘Wakiu Crurtpast Faeterangan
imhﬂl.- EE, ADFL dan
rag| Urum
PFTL.
Flemissriican arahan kepads Ko subag ADLR aniuk metsiosan reeriansic |
1 p ._f | Caintan arssan 15 mul gisposis]
Kenerusian deposis] carl kEpaa kantor Kepaca ka. Eub Bag. ADRRASob
F dspons 10 mumt @Esposis]
3 1 1
5 |MEngEocrdinasikan cengan intas seikn tmniang wopil pang sean dtanas dan . 1 - .—‘"—I cabsian araan, catstan hasi rapat [rre— bonzep surat undanpan, an wslan ok
menagEskan JFLU unluk memteat undangan dan bahan rapat koondnaes - 1 rODNEras yang | rakoe
i £ i —
4 Flemibual urcangan dor korsep werbs sarts bahan rapad toordinasi g - — -.._-H":l konsen surat undamgan 30 mumt dra® undangan rapsl dan bahan racat DN 3N
jlm
. . ditasdatargand
5 |memsen pararperenguon seta CEaTERS] - ram undangan dsn bahan rapal S e e
el o
"-I" ; draft undangar yang Sudah Siancatargan
& |MEmyemhzan bepscs K Sub Bag ADUES uviuk diberiian pars? B St onadangan dam bahan rapat ¥
[Tame [~ 2 dan fudtawn raned
= " —— ﬂﬂmmymmdmﬂ; = drait uncangar yarg sodsh ditercataragani
r T parat p e L <]", i T i j 15 mnt pieie ;
= Memperahk 3n kepada kepala Kanior unsuk chsehdl dam dtancatangant | - mm,msm.umnj:- 1S mrd draft undangar yang sudsh ditanastaroan
undargan TEE dan bahan rapat dan banan rapat
Ora ndargan yang sudsh diandasngand | 2
= Fenardaisngan undargan seteian olioneis) ] | . dar bt dl Eomm surat urschngon
e ||
Mlenerusian disposksi dar epsia Eantor Eensch: ks Bob Bag
10 r j—l SUraT undangan rs mmt sural undangan
hEnzrima, memperbamak dan mendsinbosinan ordangan apat Ana dar
" Ka 5 AT i K i Tt N 80 mm Tardn terirna dan Tormasd ehacan
] I
12 |meakzanaken apst Siemal ET::| [ ] Enhan rasor 120 mee notsers rapat
| T
13 |Mferpruzun hesll rapat setagsl bairan Bporan bahan sy s cepiatas = s = ~¢| rotuiens) rapat 0 o taporan senngsl Cahan s s kegiatan
e
| = |
e 1 . 1 e laporan cenngs hehan vl kegiaian
14 |n e = T o ¢ mmummmnmm! = mm & ; beft
| e | .
1€ |Memyeahian E=pada Eepala kanior uniuk pemiberan perseinjuan e
e |
18 | Mermbericen perehfoan e corsksd ¥ mwmmmﬂ: s ms e an P
T |
47 |Menersien dsposisi dar kepaia kantor kenacs k. Sk Bag. | la— P 10 et . S




I

Bporan sebagal bahan evaluas keglistan

10 mint

Iaporan setesga! ehan swaierc] kepiainn
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BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
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SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/014
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021
Disahkan oleh

Vi udirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Inventaris BMN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara

Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BMN
Menguasai microsoft office dan software SIMAK BMN

S

2. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Memahami penatausahaan barang milik negara (BMN)
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit Menguasai komputer
3. Peraturan Menteri Keuangan RI, PMK Nomor 29/2010 tentang kodefikasi dan Memahami prosedur rekonsiliasi internal BMN dengan SAK
penggolongan BMN
4. Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman
penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan
5. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 181/PMK.06/2019 tentang penatausahaan
barang milik negara
6. Keputusan Menteri keuangan nomor KEP.225/MK/4/1971 tentang inventaris barang-
barang milik’kekayaan negara
Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP inventarisasi BMN 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. SOP Penatalaksanaan surat keluar 2. Komputer dan alat tulis kantor
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP inventarisasi barang milik negara (BMN) tidak dilakukan maka tidak akan ada
alat untuk memonitoring penggunaan barang milik negara

Pencatatan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK BMN




PROSEDUR INVENTARISAS] BMN

Pelaku Mutu Baku
Kepala Kantor ADUM JFU BMHN Kelengkapan Waktu Cutput Keterangan
Subkoordinator

Menunjuk penanggung @Ewab ruangan per ruangan ! : S0P
1 |berdasarkan instuksi kepala kantor melakl ka Sub Bag [ I 3 mnt et T pE:IE.rEUW oy pey Inventarisasi

ADUM BMN

Inventarisir keberadaan barang ditiap nuangan
2 |berdasarkan hasil inventaris penanggung jawab per i— file form daftar barang 360 mint print out form daftar barang

ruangan 7

W Tidah
=l

3 |Mengoreks: hasd inventariss barang o tiap substansi ,(':F"\’-_-,_ e file form daftar barang 30 mnf print out form daftar barang

|Mengedit, memperbaiki dan mencocokan hasil mventarisic . :

\ print out form daftar barang dan 2

& |dengan lapzran BMM dan melaporkan kepada kepala et . 2411 mint Diaftar barang yang sudah dasi

Wik “'__:!I - sofware BMN

T T

5 Menandatangani daftar nll.renl::nslruangm gan ,<:“"E“"=-,_ B Diaftar inventaris ruangan 10 mnt Iaporan SIMAK BMN

menemskan kepada masing-masing penanggung jawab e

Bl

d  |Membuat daftar peralatan di tiap substansi Diaftar barang 120 mnt | Daftar barang yang sudah benar

Melaporkan daftar inventaris ruangan per subbag | ’:v:i Tl 152 i 5
7 Substansi dan penanggung jawabnya Aplikasi SIMAK BMN 30 mnt laporan SIMAK BMN
g [Peoeinekan ke entas Bang deumgan Sibfg) business fie |80mnt | print out laporan SIMAK BMN

substansi fersebut




' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
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SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/020

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
: 11 Januari 2021
: 11 Januari

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif

Sudirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Pengadaan Barang dan Jasa

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.  UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

2. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

3. Peraturan presiden Rl nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan
presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

4. Peraturan presiden Rl nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas
peraturanpresiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

5. Inpres RI nomor 1 tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan
barang/jasapemerintah

6. Keputusan menteri kesehatan RI nomor 1626/Menkes/SK/VIII/2011 Tentang
PetunjukPelaksanaan Penyusunan SOP administrasi pemerintahan kementerian
kesehatan RI

7. Peraturan menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP

8. Surat edaran kepala LKPP nomor 3 tahun 2015 tentang pelaksanaan pengadaan
barang/jasa melalui e-purchasing

9. Peraturan menteri kesehatan Rl Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan
TataKerja Kementerian Kesehatan Rl

1. Menmiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa
2. Mampu menggunakan komputer

3. Rajin, cekatan, teliti dan bertanggungjawab

4. Mampu membuat telaahan dan laporan

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Surat masuk dan keluar
2. SOP Penyelenggaraan rapat
3. SOP tatalaksana arsip

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait pengadaan

barang dan jasa
2. Komputer dan alat tulis kantor

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi microsoft office

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP tidak tersusun, maka menyalahi peraturan yang telah ditetapkan
2. Apabila SOP tidak tersusun, maka transparansi dan kinerja organisasi tidak dapat
terlihat

Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk

softcopymaupun hardcopy

10




PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pelaksan Mutu Baku
No. Altivitas e Ka_Sub PmF"“-f“i““ | PeisbatiPaniti
Kantor Bagian PPK LPPanitia | @ Penerima Kelengkapan Waktu Chrtput Keterangan
ADLIM Hasil PB
PB.J

Membenkan catatan 2tau arahan mengenal Diolcurnen nendcana umunm
1 |pengadaan barang dan jasa pada BTELPP Kelas pengadan (RUP} barang dan jasa | 20 mnt dispossifcatatan S0P PEY

| Makassar BETLPF Kelas | Makassar

| I

Menenuskan suraticatatan kepala kantor k eiallcom
2 i o Epai i epada disposisisuratmemo 15 mint disposisicatatan/suratmeme | Iaksana surat

i keluar

Menetapkan pengadaan barang dan jasa yang
3 akan diaksanakan pada BTELPP Kalas | Rﬁ'ﬁ;rmm;m ﬁmm 6 mant dokumsn rencana pengadaan

Makaszar sesuai dengan rencana umum pem ’IEPE barang dan jasa subdit

ainnya

oengadaan

Menugaskan PPB/ULPPanitia agar menyiapkan
4 |usulanftzhapan proses PEJ sesual ketentuan =" disposisiinota dinas PPE 15 mnt Di=posisi

bariaku
5 Menyiapkan usulan pengadaan barang dan jasa W gokurmen rencana wmm 30 mat dokumen usulan pengadaan

ETELPP Kelas | Makassar | pengadaan barang dan jasa i barang dan jasa

Membuat daftar marna dan jents barang dan jasa W Diaftar nama dan barang jasa
u yang akan diadakan 3{_ | REARL dan L 0th ol yang akan dadakan

ﬂéﬂtar m;srﬁku barang dlan

7 memtrat daftar spesifikas barang dan jasa L Diokurnen spesfikasi barang dan 120 mnt (353 disartal dengan besaran

disertal dengan besaran hanganya [ ] jasa ’ harga barang jasa yang akan

diadakan

Membuat draft surat usulan pengadaan barang Eaea L
8 can jasa BTKLPP Kelas | Makassar yang 'y dz?;rg:e;;hml bem:.‘m!jasa 20 mat draft surat usulan pengadaan

diujukan ke PPE dengan tembusan kepala 1 | : g i3 5 barang dan jasa

Kanior barang jas3 yang skan diadakan

Menerma. mengoneks, memberkanmasukan
g ldanm iui wsulan pen barangjasa Diraft usulan mm barang dan 6 ot usulan penga_da'u baang dan

subdit ja=a =

I

10 Mengirimkan usulan pengadaan barang dan jasa : usulan pengadaan barang dan a0 mat ualfd;;p::ﬁl ik FEI:'K'?E:M

ke PPK dan kepals kantor sefaku KPA jasa g
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Usuian Pengadaan barangasa STHLPA Kelas |
Makassar diznima PPK

usLlan pengadaan parang dan
lasa

Smnt | USian pengadaan parang dan
|25 thierma PPk

. USLIEN pengataan Barang dan | surat pennan PPE sampaike | SOPtEa
- 3 dolmeinc, sp oo m;mnm | 1353 URerma PP, siTat W mnt | pantia pengadaan barsng dan | 1aksana surs
FEETNTOERS Pt oy perniah'mamnnoE dnas | 353 shuEr
SesEl
Meiakikan preses pengataan barmnnasa sesual FEqieE 1. A S472010
= B o Pl v kL 2 urunanmyd, ookumen ppengadaan| T Earang dan |33
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PPK |:|:I gan ja53 " pengadaan bareng dan [35a
Doluman hasi pengataan barsng fapoean hask keglatan
15 |usuian pangadasn bamangiasa dierma PRK dan jaca 30 mint S A
8
PPN MemSiriakian pantis pensima bamng dan iaporan has) keglatan pengadaan {tersampaikanmya SUrEE perintzh e
16 i3s3 untuk memeriksa hask pengadasn barsng Darang dan (33, suat panrdsh | 30mnt PP ki panitla penerma | Penesmasn
dan |asa yang diaksanakan e atau mama parang dan 353 barang
Surat perintan atau memo PPK, |
o | daftar nama dan jumiah barang | 9o W |
- 3 penenima barang dan 353 memeriksa ' i i vy _ banyaknya | hask pemeriksaan pengadaan
hasil keglatan pangadasn barang oan |a53 | mm“ﬁﬂamﬂmmfm"'_ ams UF | narang dan Darang dan j3s3
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L
- - ]
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’ KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/024
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021
Disahkan oleh

NIP 17001 121994031004

NAMA SOP : Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

2. Keputusan Menteri Kesehatan Ri Nomor 1626/Menkes/Sk/VIII/2011 Tentang Petunuk
Pelaksanaan Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kementerian Kesehatan RI

3. Peraturan menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP

4. Peraturan menteri keuangan Rl nomor 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan
penghapusan barang milik negara

5. Keputusan menteri keuangan Rl nomor 532/PMK.06/2014 tentang perubahan kelima
atas peraturan menteri keuangan nomor 29/PMK.06/2010 tentang penggolongan dan
kodefikasi barang milik negara

6. Peraturan menteri kesehatan Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja
kementerian kesehatan RI

7. Peraturan menteri Keuangan RI nomor 83/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan,
pemusnahan dan penghapusan barang milik negara

1. Menguasai microsoft office dan software SIMAK BMN
2. Mampu Menggunakan Komputer

3. Rajin, Cekatan, Teliti

4. Memahami Prosedur Penghapusan BMN

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP kodefikasi BMN
2. SOP tata laksana surat keluar
3. SOP tata laksana arsip

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. Komputer dan alat tulis kantor

3. Data barang-barang milik negara

4. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi SIMAK BMN

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila BMN yang sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi dalam operasi pemerintahan,
tidak dilakukan penghapusan maka data barang tersebut akan selalu muncul dalam
SIMAK

Tata kelola BMN menjadi tidak tertib hukum

1. Pencatatan dan pendataan dilakukan pada aplikasi SIMAK BMN
Daftar rekap BMN yang akan diusulkan dihapuskan secara manual
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PROFEDUR PENGHAPLUSAN BMN

Pekak=ana Wity Saku
Ho. aktivitas JFU
Ka. Sub Pamegang®
Baglan SIMAKPanias | Kepala Kantor I EMH Kalengapan Wakin Cnatpat Katarangan
SN | b nghapusan
Menginsinuiesikan ke 537 uriuk membua ws0En
1 Surat Ear 50 mit Disposis]
penghapusan [E S
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sarat perubahan kondis! BMN yang dlampircan - i RS
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: T M e Surat parubahan kondlsl BMH yang Surat parutahan konds! BMK
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I
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- Q¥ b i e | i | Diraft surat usulan 10mat Korisep surat usulan
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&min L3 203 U kLRE3 - .
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/034
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021
Disahkan oleh

~M.Kes
004

NAMA SOP  :KONSULTASI GRATIFIKASI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme

2. UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi

3. Permenpan RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi
pemerintah

4. Permenkes Rl nomor 14 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi dilingkungan
kementerian kesehatan Rl

5. Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian
kesehatan Rl

1.  Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer
2. Pengetahuan umum tentang gratifikasi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat masuk
2. SOP penatalaksanaan surat tugas
3. SOP penerimaan dan pengiriman berkas UPG

Kertas

Buku agenda sruat masuk
Lembar disposisi

Alat tulis

File odner

Komputer

oo kwN =

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila konsultasi gratifikasi tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan kurangnya
pemahaman tentang gratifikasi akan terlambat dikirim

Semua dokumen harus terdokumentasi
(hardcopy) dan elektronik (softcopy)

dengan baik dalam file folder
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ROSEDUR KONSULTASI GRATIFIKASI

Pelaksana Mutu Baku
lo. Aktivitas
ORI Kol UPG ITJEN KEMENKES Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Makassar
Menerima telepen atau tamu dari unit utama maupun
1 o 1 mnt
satker mengenai Grafifikasi
Meminta tamu dari unit utama untuk mengisi buku
2 e ATK 1 mnt kontak person tamu
Memeriksa berkas usulan pengangkatan pertama dalam
3 |jabfung dan membuat surat usulan mohon persetujuan bahan paparan 30 mint paham tentang gratifikasi
pengangkatan pertama dalam jabfung
4 ;z?ﬁiegan Sl KLY fEntin pondaen dat pendukung tentang gratifikasi 10 mint paham tentang gratifikasi
Mengisi buku pengiriman formulir dan panduan iy e
3 pengelalaan gratifkesi manual book aplikasi pelaporan grafifikasi 2 mint file
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/035

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
1 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

i

dirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP  :PENGELOLAAN DATA GRATIFIKASI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.

3.

UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme

UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi

Permenpan Rl nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi
pemerintah

Peraturan Menteri Kesehatan Rl nomor 14 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi
dilingkungan kementerian kesehatan RI

Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian
kesehatan Rl

Keputusan Inspektur Jenderal Kemenkes Rl nomor 01T.PS.17.04.215.10.3445 tentang
pembentukan unit pengendalian gratifikasi

1. Memiliki kemampuan/komptensi dalam menggunakan komputer
2. Pengetahuan umum tentang gratifikasi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat masuk 1. Kertas

2. SOP penatalaksanaan surat keluar 2. Buku agenda surat

3. SOP pengarsipan 3. Alat tulis

4. SOP konsultasi gratifikasi 4. File odner

5. SOP pengelolaan dan updating data gratifikasi 5. Komputer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP pengelolaan data gratifikasi tidak dilakukan maka penyampaian informasi
gratifikasi akan terhambat

Semua dokumen harus terdokumentasi
(hardcopy) dan elektronik (softcopy)

dengan baik dalam file folder
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PROSEDUR PENGELOLAAN DATA GRATIFIKASI

Pelaksana Mutu Baku
No. URAIAN KEGIATAN
o ?Eit':::*'“ '| KesusaGADUM | KEPALAKANTOR Kelengkapan Waktu Output Keterangan
. Surat pengantar update data
1 M;ﬁ:g:{iﬁt p:l%ﬁﬁ”ﬁ:ﬁatg s:::npelaporan i( Komputer 20 mnt pefaporan gratifikasi ke KPK,
g e P Tidah form pelaporan gratifikasi
sefgu
; surat pengantar update data
e e i
g ::';:; forma pelaporan gratifikasi
T}
Memeriksa berkas usulan pengangkatan pertama dalam
3 |jabfung dan membuat surat usulan mohon persetujuan / > ATK Smnt suz; pegfhfam :Sﬁﬁgaé&
pengangkatan periama dalam jabfung \‘\ PR
P31
Mencap dan mengagenda surat pengantar dan update ‘L surat pengantar dan form update
! data pelaporan gratifikasi ke Hjen Kemenkes HEIRIR don L e L data pelaporan grafifikasi ke KPK
Memasukan arzip dalam file surat pengantar dan update
5 |data pelaporan gratifikasi ke fjen Kemenkes kedalam Smégrzrhr?ﬁ;;ﬁﬁgﬁa 1 mint file
clear holder berkas grafifikasi o S
Mengirim surat pengantar dan update dala pelaporan surat pengantar dan form update : L
| ratiasi ke Kien Kemenkes tahun berakn datapeaporan qratfkasike KPKP | et
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’ KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

: BTKLPP-MKS/SOP/TU/036

: 01 Februari 2018
: 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

.Kes

NAMA SOP :PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAPORAN

GRATIFIKASI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI NOMOR 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme

2. UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomoor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi

3. Permenpan Rl nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi
pemerintah

4. Permenkes Rl nomor 14 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi dilingkungan
kemenkes RI

5. Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI

6. Keputusan Inspektur Jenderal Kemenkes Rl nomor 01T.PS.17.04.2015.10.3445
tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer
2. Pengetahuan umum tentang gratifikasi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat masuk 1. Kertas
2. SOP penatalaksanaan surat keluar 2. Buku agenda surat masuk
3. SOP Pengarsipan 3. Lembar disposisi
4. SOP konsultasi gratifikasi 4. Alat tulis
5. SOP Pengelolaan dan updating data gratifikasi 5. File odner
6. Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP penyusunan laporan berkala pelaporan gratifikasi tidak dilakukan maka
pengiriman dan pelaporan gratifikasi terganggu
2. Keterlambatan pengiriman laporan akan terkena sanksi

Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik dalam file folder
terdokumentasi (hardcopy) dan elektronik (softcopy)
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PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAPORAN GRATIFIKASI

Polaksana Mutu Baku
Nao. LIRALAN KEGIATAN UPE BTHLER
M Mgk 1 KASUBAG ADUM KEPALA KANTOR Kolengkapan Walktu Cutpust Ketorangan
1 |menerima laporan grafikas: Q berkzs gratfikasi 10 mnt berkas gralifiias
]
membacs dan memparal lsmbar disposisi bercas lembas disposisi yang
= pelaporan gratifikas: Fak o el kil felah diparal
Mameriisa berkas usulan pengangkatan pertorma i .
31 |dalam jabfung dan membuad sural usan mohon I:mrdﬂg-umllpnghl.ﬂ'l Z mnt mlrﬁ::lw“m
persetufuan pengangkatan pertama dalam fabfung
|
1. comioh undangan, 2. Bulu lamei, 3. Resapan
mengeoe kelengkapan berkas pendusung lemibar dispomsi yang telah Penenmaan Hadiah - = Uang, « Barang {nominal),
iy pratifikasi didispassi 0 it . kg 4. Fota yang difsmoirkan : - Folo Pengantin, Joio
karangan banga, 5. Form grabfikasi KPK
membual tanda beima pererimaan berkas Cj t@nda berira penesimaan
5 fikas| atal hais dan komputer i mint i iy
memasukan data pelapo ralificas kedal -
ran g am Ij
& ai ek fhasi orling | alal hais dan kompeter 10 mnk farm gratiias: KP
"
Memasukan data contact peson graificrs
T |kedalam dain base CF gratiiias BTKLPF Kefas | Kompater dan @ringan & mint Contac person
Makassar
’
Menynmpaikan ke pelapor gratifisas bila berdapat | berias gratiflkasi yang
3 kelurangan berkas gratificrs Vin SE" ol Bt sudah lengkap
e
k] e ok 3 g et busku agenda & mnt barkas gratfikasi lsnghao

pe=lapar
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Meambual sural pengartar pelaporan graifios: ke

tanda pensnmaan

10 en Kemenkes Bl |i| Hampfer 20 mnt gralfikasi
1
Menginm bericas gratificas: ke Hisn Kemenkes R
11 |sebelsm M) hari kera =stelsh penerimaan hadiab via ermal & mnt Bukll pengrTnan
tersebul
i
Mengerspkan anda tenma ke dakm Toider anda
12 berima gratiihasi | il foider & mnt file
)
3 chﬁ:;frgpcngrrnglﬂikﬂhﬂmbﬂ'kﬂ | T ——— B it
'
membizal tanda berima pengriman tanda lenma ftanda tefima pengiriman
id fkasi I kormpuiter & mnt } Skicxsi
L
iK Memberikan tanda tefma bukll pengesimaan tanda tarima pengiriman i md
tanda tenma gratifias ke pelaporan gratficasi tarda lerima gratifikasi
mengupdale data fersebut dalom tabel data updais dafa lapocean
s pelaporan gratifikami kompter EoL grasfikasi
4
7 meamifike sural ersebat ke datam map arsp sarat Be o & mnnk fie
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/037
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021

Disahkan oleh

.Kes

NIP 97001 121 994031'004

:PENGADUAN DAN PENANGANAN LAPORAN
MASYARAKAT

NAMA SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI NOMOR 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme

UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

UU RI nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

UU RI nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

UU RI nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

PP RI nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disipilin pegawai negeri sipil

Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

Permenpan Rl Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP

Administrasi Pemerintah

9. Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian
kesehatan Rl

Nookr~wN

@

1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai
masyarakat

2. Mampu menggunakan komputer

3. Rajin, cekatan, dan teliti

4

Mampu dalam pemecahan masalah

pengaduan

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat masuk
2. SOP penyelenggaraan rapat
3. SOP penatalaksanaan arsip

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan
2. Komputer dan alat tulis kantor
3. Seperangkat komputer dilengkapi dengan program

Peraturan dan pedoman tentang penyusunan program di instansi

pemerintah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Bila SOP ini tidak disusun, maka pengaduan masyarakat (Dumas) dapat dilaksanakan
dengan aman dan terpercaya

Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik (hardcopy dan softcopy)
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PROSEDUR PENGADUAN DAN PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

Pelaksana Mutu Badu
Na. URALAN KEGIATAN
ADMINIETRATOD INSPEKTORAT | KABUBAG KEPALA
M TN PENELAM|  senpenas ADUM KANTOR Eamgtapen - S
Masyarakat mergrmianmenyampaian B
1 |informasiipengacuan bea metalul WEB, SMS :::nmm'lu & mnl bukh pengaduan
cenfer alaw kolak saran "
Adminisiralor menerima dan mencaial pengaduan
yang ditetima dalam agenda pengaduan dan
2 R i iepuack bkt pengadisn 15 mnt data hase pengadoan
AL
1
Memerksa berkas usulan pengangkatan periama =2t penpaduan, data
1 |dafam jabfing dan membuat surat usulan mohon daiahase pengaduan | 15 mnl cusung dan lembar
persetyuan pengangkatan pertama dalam faibfung disposis
| IN—
M=mpaiajan pengaduan yang dierima dan
d citinciakiarquti dengan membuat disposisi kepada "‘;::I'-"E:um'lm S mn | ST pEfgacian yang
tim pengaduan masyarakal umtuk menindaklanjut HE suitah didispossi
can disampakan kepada kasubag A0 .
B rlg:ﬂ.lmy::mdldmlmhl:n-iu i PG | g | PO yang
s sinfiok dBekanh sudah dedsposisi sudah didispossi
1
§ |permasakhan, kejsasan informasi, kedar su:l:hgl Im a0 | v20 mnt bimih ok
pangawasan sera ngkabdangkah penanganan ™ pongeecon
Menentuian hasl kiash apakah pengaduan yang ; hasil perelaahan
T |ceterima berkadar pengawasan atad lidak J’JLH_ MEUDEHEH‘WM 120 mnt pengadiuan dan
berkadar pengawasan o | rekomendasi
Menerrskan kepada inspekicral fandeal atoes - o el
B i Faﬂga.tun;g::rg berkadar] 18 mni bukl pengiriman
Mekakukan klarfikasi atas pengadizn tidak b4 hasil penefaahan
4 |berkadar pengawasan serta membust balasan | pengadisan yang tidak | 30 mnl Mlmd”"
apabila ierdapat alamat yang jelas berkadar pengawasan peng
surat pengaduan, dala
dan l=mbar
Me=ngarsipian berka:kpenrg_;? pergaduan %E sl ~ F
W kadl berdas L] lah 12418
masya an [kl asifias jens masa i i £ s

seria oruan wakiu pengaduan

buksdi pengeriman dan

balasan pengaduan
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' KEMENTERIAN
- KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/039
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021
Disahkan oleh

dirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP  :PROSES PENYUSUNAN PEDOMAN GRATIFIKASI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.  UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme

2. UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi

3. Permenpan RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi
pemerintah

4. Permenkes Rl nomor 14 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi dilingkungan
kementerian kesehatan Rl

5. Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI

6. Keputusan Inspektur Jenderal Kemenkes Rl nomor 01T.PS.17.04.215.10.3445 tentang
pembentukan unit pengendalian gratifikasi

1.  Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer
2. Pengetahuan umum tentang gratifikasi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat masuk 1. Kertas

2. SOP penatalaksanaan surat keluar 2. Lembar disposisi

3. SOP pengarsipan 3. Alat tulis

4. SOP konsultasi gratifikasi 4. Fileodner

5. SOP pengelolaan dan updating data gratifikasi 5. Komputer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP penyusunan pedoman gratifikasi tidak dilakukan maka penanganan gratifikasi
tidak dapat dipertanggungjawabkan

Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik (hardcopy dan softcopy)
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PROSEDUR PENYUSUNAN PEDDMAN GRATIFIKASI

Iersebad

arahan

oraft pedoman gratrikas

Polzksana Mutu Baku
Mo, URAIAN KEGIATAN
KEPALA KANTOR KASUBAG ADUM JEU Kelengkapan Wiaktu Dutput
1 |Membuat disposisi smiuk menyusun pedoman gratifikasi :] Lesnbar disposs: & mmnt e bspermini
2 |Menerima disposis penyusuran pedoman gratifices ﬁ kgt " Smnt | dispossi dan baban araban
Memerisa berkas usulan pengangkatan perama datam
3 |jabfung dan membust sural vmdan moban persehsjuan disposes: dan bahan arahan B0 mint kg hrkad:;::rg
pengangkatan periama dalam pbfung grat
4 |memiile refenensi lersabut dalam folder referens referens: lerkal tentang s&mne | file referensi tedal ientang
pratifikasi pedoman grasfikasi pedoman gratificas
refererss kot fen crafl usulan pemyusUnEE
§ |Membuat drafl usstan penyusunan pedoman gratfikasi ﬁ ped !ﬁu:'l! 30 mnt gr.H.l:!mFuas
P membuat nota dinas drafl usulan pedoman gratifikam drafl nota dinas dan usisdan A5 ot rcfa dinas dan drafl usulan
dari kasubag ADLM ke kepala kanbor _ -1 pedoman graftfi kasi penyusunan pedoman
!
— nols dinas dan drafl psuskan roda dinaes dan draft usulan
T |Mengkoreks: dan memparal noda dinas tersebul |4_<r_"_ e R : Pl 10 mnt i
e
. nola dinas dan draft usulan ncta dinas dan draft usulan
B |Menarda ota d tersebal & mnt
argatangani n inas Y mn
8 Kiembaca, mengoreks dan mendisposis: nola dinas nola dnas dan drall wsdan 05 mmt disposisi nota dinas dan
lerseted PETTAIUNGN pedorman bab=n arahan
g |eEnerima disposis pimpnan mengenai nota dinas Iil disposisi not dinas dan bahan & mnt disposisi nota dinas dan

m

Menindaklanjull nota dises. terssbut sesu@i dengan
desposis pmpenan

disposis nola dnas dan draft
pedoman gratfikasi

i

B0 mnt

pedoman gralificas




' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/046

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
1 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

| 0 -

Viamat dirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP  :PROSEDUR PERMINTAAN DAN PERMOHONAN

NARASUMBER

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

2. UU RI nomor 43 tahun 2009 tentang arsip

3. PP nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara

4. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

5. Peraturan Menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP

6. Peraturan Menteri Keuangan Rl nomor 190 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara

7. Permenkes nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kemenkes RI

8. Kepmenkes | nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dilingkungan
kemenkes RI

1. Memahami peraturan terkait
narasumber

2. Memahami peraturan yang terkait dengan tata naskah dinas

3. Menguasai komputer

4

Rajin, cekatan dan terampil

perundang-undangan yang

dengan

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat keluar
2. SOP penyelenggaraan rapat
3. SOP penatalaksanaan arsip

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. Komputer dan alat tulis kantor
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP prosedur narasumber tidak disusun maka akan memperlambat proses
permintaan narasumber

Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik dalam file folder dan

elektronik
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PROSEDUR PERMINTAAN DAN PERMOHONAN NARASUMEER

PELAKSANA MUTU BAKU
No. URALAN KEGIATAN KASUBAG PENGADMINISTRAS ETUHAS
KEPALA KANTOR AADUMSUB | UMUM/PANITIA ARSIPARIS KELENGKAPAN WAKTU OouTPUT KETERANGAN
KOORDINATOR KEGLATAN
MAerianma Sural perminisan mﬂ marasumber uniuk sural masuk, dandalau
1 |mepals kanter, dan/atay surat parmahenan narasumber e m&:{::”“ TOR | jomm | TOR keglatan yang talsh SD“EIE.:““I ke
kepada Instansl tein, TOR dan rencana kegiatan dibesi lemibar dipsosis)
| I—
Merenuskan surat masuk permintaan menjad i =
narasumber kepada kepala kantor dan/aty TOR surat permintaan narasumber m;" pa’:':':mm
7 |wegiatan parmohonan narasumber kepada nstans) len dan Jstau TOF kegistanyang | 10mnt | oo P
vang direncanakan oleh subbang Subkocedinator unuk telah diberl lembar disposis dbmm“]‘;"ﬂ i
mendapatikan arshanicatatan/dispasis beipbocr dlpoie
Memberikan arahan/catatan/digosisi tentang surat
4 |masuk mengenal permintaan narasumier dan/atau ﬁ;’:ﬂ#&mﬂer simn | coElan/arshanidipscsisi
kepara kasubagSubhoordinator uniLl ditindaklanjul fmah i
—
Renenma bahan mﬂ”m dar ':B‘Pﬂﬂ
4 [kantor pemintaan menjad| dari instas! lain dan/atau catatan/arahanidisposisl darl | . | catatan/arshan/disposisi
parmaionan mensdl naasumber da Instans iin untuk KAk kanior diarl Keguala kantor
ditsndaklaniutl kasubag/Subkoardnatar
AsnEpat AN O i, P ECTTinEITRS | LieirT catatan/arahanidiepasisi dar daftar nama dasrah tuluan
menindakianjudi sesual konsep dari kasubag kasie
b kepala kantor konsep bahan narsumber besera nama
- tentang "E:”muf: sahagal "“":“":;”H'M' nerasumber, suratundangan. | | timpendukung, fujusn | SOP pentafaksanaan
[esel paiey 1, Rl IR D L Kl i surat permahanan e surat permintaan surat keluar

adminestrasl dariatau konsep sural parmehonan

narasumber, urdangan kepads instansl tain, TORjadwal mag]um icm s e kagiatan i
wegiatan dan dral S tm keglatan G
menenma dan memerlkea berkas araip akill sebaga
taporan Eriwulan penatais ksansan arsip dan/stau berkes A bah
an dan rician bia
& in-aikiil beserta dafiar tertelaan arsip (DPA), . peraturan perundangan yang S | R ﬂmpﬁ;‘; S0P penyelenggaraan
menandatangan darfiar berkas akiil daniatau beria | berkaitan dan SBU kegialan bila ada rapat
acara panyerahan ersip in-akiil yang lelah diparaf alen it
kasubag ADLM

Menenima, korehs membedikan masukan dadn rednyetfl
draft bahan sebagal narasumber dan kedengkapan S—
7 |sdministrasi dandstay TOR kegiatan, surat pemmohanan
rreenedl narasumber, SK bem kerja pengelca kegiatan
undangan kegiatan, dan kelengkapan adminstrasinga

craft bahan laallitasi dan B0 mot Deaft bahan narasumber
administrasd dan admingstrasi

L

faeiu
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Menyerankan kembal kepada pangadminstras)
urnuimipaniiia Kegistan behan narssumber, surst fugas
narssumber dan bm pendamping (bila periu) danatau
sural undangan, surat permohonan narasymber kepada
inatansd lain, SKM Bm kerja kegiatan, dan surat upas

Diraft bahan nasasumbes dan
admiristrasi {surat ugas.
bahan fasilitasi, SPD, datiar

10 mt

D=af bahan narasumbes
dan administrasi Deurat
tugas, bahan feslitas),

yang mengilot k hetah dinaral cleh :d:u Hirclan biaya) SPD, dafiar rinclan biaya)
|kasubag/asie
Merninta kepala kantor memenkaa dan persstujuan
rengenal bahan narssumber yeng telah dspakna,
s iggan ten narasumber, fadwal pesakeanaan keglatan ik i "
E“;L:.“E :ﬂ":' unciangen, 5”'“1;:“9“ mmmmr it bahan narssumber dan dan administrast (surat
8 |memerikes dan persetujuan surat undangan kegiatan, I, hfﬂ";‘;ﬂ:‘:gf‘gﬁ“l e | somnt s‘é’fﬁmﬁ:"f&;&
Sural Pmm’l narasumber EEPME imakansi k&in, '.‘H'_,r" = rielan hﬂj‘:‘l] dita ari
S lim keja kegiatan dan surat tugas pegawal yang EE:E dotang
mengikull kegiatan yang tetah diparaf oleh A 1
|kasubag/Subknordinator dengan membubuhkan tanda
tangan
Melaksanakan keqiatan sehagal narasumber dengan tim Met hahan narasumber dan :{: ﬁ:""“i‘m”
|pendulung narasumber, |adwal sesual gengan .f .f admingstras| {sural lgas. e mmsunma flgnﬂm .
10 |undangan dam'ateu meaksanakan Kegatan seaual bahian fasllitasi, 5PD0, dafiar L P ! T DB‘.lI'B
dangan rancana herja kegistanTOR kegiatan alay rincian beaya tedah méh'”mm i
undangan kegiatan yang telzh terdistribusian ditandatangars kegats kantor el &g
: Net bahan narasumber dan
panitiam herja/pengacministras umum membuat it Rtk
44 [poran hasil kegiatan dan pertanggungjawaban hahmmllltamﬂ, L;mat ot 5 e | NSl narasumber, laporan | SOP penatalshsansan

kegatan, dan menyampaikan arslp skif kepada pefugas
arsiparts

rirsclan béaya telah
gilandatangani kepals kantor)

hasd kegiatan

argip
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN

REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/047

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
: 11 Januari 2021
111 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

Mdmah-Stdirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP :PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

UU RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara

PP RI nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
Keputusan menteri keuangan Rl nomor 532 tahun 2014 tentang perubahan kelima atas

PMK nomor 29 tahun 2010 tentang penggolongan dan kodefikasi BMN

Peraturan Menteri Keuangan Rl nomor 181 tahun 2016 tentang penatausahaan BMN
Peraturan menteri Keuangan Rl nomor 83 tahun 2016 tentan tata cara pelaksanaan,

pemusnahan dan penghapusan barang milik negara

1.  Memahami peraturan perundang-undang yang terkait dengan BMN
2. Menguasai microsoft office dan software SIMAK-BM
3. Memahami penatausahaan barang milik negara (BMN)

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.

SOP penatalaksanaan surat keluar

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait

2. SOP penghapusan BMN 2. Komputer dan alat tulis kantor
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi programmicrosoft office
4. Data barang-barang milik negara

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP penggolongan

mengidentifikasi barang

dan kodefikasi BMN tidak disusun maka akan sulit

Pencatatan dan pendataan dilakukan pada aplikasi SIMAK BMN
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ROSEDUR PENGOOLONGAN DAN KODEFIKAS| BMN

PELAKSAMA MUTU BAKU
URALAN HEGIATAN
HEPALA KANTOR HASUBAG ADUM PETUGAS BMN HELENGHAPAN WAKTU OUTPUT HETERANGAN
Menginstruksikan kepada petugas BMN unbuk
mengiventarisas penangaLng Ewab rUEHGaN per ruangan Dkl catEtan/arahAnhsposs) 30 mint L pan:ggmg Fanah pint uﬁ*“‘ﬁ:m
pada subag dan seksi 4
Menginput data BMM kedalam aplikasi SIMK-BMN dan o data BMM yang sudah sesusl
mienggciongkan berdasarkan data barang = | form fefisi iarong Wi o TR | (500 mitt denigan penggokngan
L
i ¥ data MM yang sudah sesual
menghoneksi hasll data BMM dan SBAAK-BMM, dan M i O data BMM yang sudah sesuai dengan | o, dengan ol n yarig Budsh
membububian paraf persetupuan P e golongan dlknfg ek
b
data BMM yang sudah sesusl
Memina persetujuan tanda tangan uniuk kartu inventarisas) S Saup data BMN yang sudah sesuai dengan | o, dengan golongan yang sudah
ruangan dan kepals kanior salaku Kusss pengguna barang <f_‘,,r-i Goongan dikoreksl dan KIR sudah ¢
tandatangan| kegala karor
Swiam
¥ - data BMM yang sudah sesual
Mamberikan namor url pendafiarsn barang, pembuatan label data BMM yang sudah sesusi dengan s | i e it ot KR ywrig telh

barang dan menempelian ke barang inventais

golongan

ditandatangani kepala kentor
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. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/051

Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
1 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

M.Kes
1121994031004

NAMA SOP :PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

(MOU)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

2. Kepmenkes nomor 21 tahun 2011 tentang rencana strategis kemenkes 2015-2019

3. Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

4. Kepmenkes nomor 1626 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan SOP-
AP di lingkungan kemenkes

5. Per MENPAN nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP

6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja
Kemenkes RI

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait penyusunan peraturan
perundang-undangan

2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kebijakan kementerian
Kesehatan

3. Memahami tugas pokok dan fungsi BTKL

4. Mampu menggunakan komputer

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP tatalaksana surat masuk dan keluar
2. SOP Penyelenggaraan rapat
3. SOP tatalaksana rapat

1. Peraturan dan pedoman terkait penyusunan MOU Kemenkes
2. Komputer dan alat tulis kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP tidak tersusun maka menyalahi peraturan yang telah ditetapkan
2. Apabila SOP tidak tersusun maka transparansi dan kinerja organisasi tidak dapat
terlihat

Semua dokumen terkelola dan terdokumentasi dengan baik
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PROSEDNR PENYLFSUMAN MASFAH PERJANJLAN FIERLLA SAMA (MDLY

PELAMEAMS IUITL AL
Mo, URALAN KEGIATAM maﬂmri
KEPALA HASUBAG PENGADMINIS " SUBFOORDIMAT
FANTOR AT TRAS UMuM | ORSEDAN OR PTL e FRARTH EREIETRE

Miemberian arshan kepada kasubag tala usahae uniuk
1 |penyumman Mol ales dasasr permoehonan dan uni
Beknis. alzupun inslasi ses @

Dézpoesiel surat dan kepak kamar

danfalau hasd isahan Ll o -

|

At ainscan ajian jerhadap usdan, menyusLn encana
2  |serta rergarabkan pengadmin mum (JFL unduk Caratzn arahan &0 mini calatan arahan
L 1 pny an rarcangan Mol

MAsnpumpulian bahan dan maten ekall penyusunan

4
rancangan Mol \:l Catafan arahan 20mnt | bahan dan mater penyusunan Mol

& | ANed ado sk POSES Dy rarscangan Mol Bahan dan mainn pamssunan 20 mind rancargan Mol
T
R
5 |Mlengoreksi dan merrpEiupa rancangan Mol T ¥ Famcangan Kol 30 mni FRncargan Mol
< =
5 |Melakukan mpat koordinasi dengan bersama sekst lan | —| [ I | | | ] r Rarcangan kMol 20 mnt Mohulersi apat

dengan pembahasan tentang rancanoan kol | | !

7 |Membersan arshan dan menyetuul rancangan Mol = Motulersi fapal Dt [ SO M pe eacion

tindak iarjut

i
Abenindakianis hasi rapal pENyISLNEGN rancangan | Caiatan aranan dan rekomendas)

B B 30 mind catatan araban

8 |meslalukan proses vebal rancangan Mol -‘f.:' cataian aahan &0 mini koresep verbal

10 |Shergoreksi dan mesrrpriigs rancangan Mol e T koresep vertal 30 mni Konsep verbal yarg kedah diparat

T

‘-h._\_‘_\-‘-\- ¥

11 |Mfeneiity mrcangan dan menandaiangard Mol? . Eonsep verbal yang tefah dyaratf || 30 mint Eonsep vertal yang weah doarat
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Menerima Mol yang isleh disndatangan dan oneok
ditindakizriutl

Rionsay werhal yvang heish diparal

Eurat penganior rancangan
WEpiiusan kepals Kantor teraang Mol
yare eiah dilandartangars

10 mimt

SUral penganar rancangan
Mputiesan kipalks Ranior tentarg kol
yare fislah ditardardangars dan

B0P meal Keluar

Mengpandakan dan mendsinbuskan Mol e ot
vl

SUrat pesgantar rancangan keputusan
Repaia kamor ieriang Mol tedah
ditarctangan! dan natatan arahan

Lo | EEpUILSn Repala Ranior ey kit

(O

15 mnd

Arsip dokumen keptusan kepak
tentang Mol

S0P tamiaxcana
Argip
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' KEMENTERIAN
. KESEHATAN
REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif
Disahkan oleh

: BTKLPP-MKS/SOP/TU/053

: 01 Februari 2018
: 11 Januari 2021
: 11 Januari 2021

NIP 1 97001 121994031 004

NAMA SOP : PENYELENGGARAAN RAPAT LINTAS SEKTOR DAN

LINTAS PROGRAM

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

2. UU RI nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan

3. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/X1/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit

4. Per MENPAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP

5. Permenkes Rl nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI

6. Kepmenkes RI nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah di lingkungan
Kemenkes RI

1.  Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer

2. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya

3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu
pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP penatalaksanaan surat keluar
2. SOP penyelenggaraan rapat
3. SOP penatalaksanaan arsip

Peraturan perundang-undangan yang belaku dan yang terkait
Buku agenda surat masuk

Buku ekspedisi

Buku pola klasifikasi arsip

Filling cabinet

Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja

OO hWN =~

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila penyelenggaraan rapat lintas sektor dan lintas program tidak dilaksanakan dengan
baik dan/atau terlambat, maka koordinasi dengan lintas program dan sektor tidak dapat
terlaksana

Setiap hasil rapat koordinasi lintas program/lintas sektor kegiatan harus
terdokumentasi dengan baik dalam map arsip
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PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT LINTAS SEXTOR DAN LINTAS PROGRAM

sekioe dan linlas program

PELAKSAMA MUTLU BAKL
URALAN HEGIATAN EUBKOORDINAT
KEPALA KASUBAG PENGADMINIS
KANTOR ADLN OR SE, ADKL TRASS LML HELENGHAFAN WAKTU OuTPUT KETERANGAN
DAN PTL
Memberian amban kepada kasubag ADUM unful S0P
|mslainukan inverdans rapat koordinasi yang akan catatan aranan 16 mnl s porsi pemyelenggaraan
|miaksanakan rapat L5LP
1

L& kan disposisi kepala kanior kepada pora kase e 3
melails petigas pengadminisiness mm - gl A et Mgt
Kengkoordinasikan dengan para kasie entang lopik 4 ~1r '-lr sop
wang okan dibahas dan menugesian petugas catatan arahan. catatan hasi Konsep surnt undangan, dan usulan
pengadminstras umuem untok membual undangan dan | S rapal koordnasi yang lal et o rakoe pemyrishggarzan
b rapat kocerinasi LS-LB .
Membiat urdangan dan konsep verbal z=ra baban |_'I =0P

i - > konsep surat undangan 3 mni  |drafl undangan rapad dan bakan rapat| penatalaksaraan

S l_":‘ I— surat kel

Mefaiukan koreksi draft undangan dan bahan rapat, -,__,d--d"""'-“""“---_,_,.r sl u tar bakan apat 18wt draft undangan dan bahan rapat yang
|verbad surat dan memberic paraf persefujian U [ iy e g Ielah diparad kepala seks
|menyemhkan kepain kasubag ADLUSA. dipericsa dan B graft uncangan dar bahan mpal | ot md:vgmmnil.:;'::tmm
|diberizan parad perseiujuan £ 7 yang izinh dipant kepoala seios) g AL
Kemy=rahkan kepada petugas pengadmiresirasi umam * draft gan dan bahan rapat Nt urdangan dan bahan mpat yang
wrtuk diserahkan kepacta kepala kantor guna > yang ielah diparaf kepals seksi L] telah diaprad kasubbag ADLUM dan
|mendapatkan persetujuan dan menandalangani ;: _l, dan kasuibbag ADLIM ditardangan kepala kanior
henenma undangan dan bahan mpal yang belah
|diparaf kase dan kazubbag ADUM, dikomksi dan hhl.urd.lngﬂdmha}nn: ipel et undangan dan bahan @pat yang
dilandatangars, mengirsiruksian k epada pelsgas Tl -&mm ; ; 16.mnl teiah diapraf kasubbag ADLM dan
pengacminstras urmem untuk digardakan dan & i s ditandargani kepaia kanior
|dicdistribuskan kapada pihak terst .
Ienenma, memperbarmyaic dan mendsirbosken
tarsdsinggats nagan chae Lo gl g el Emziuﬁrrplrjlm bahan rapai B0 it larda Iﬂ'er-. I!.l:::ﬂ'fﬂl‘l!n
ditanclatangan: kepala kantor
Nzlaksanakan rapal pembahazan rakor dengan lintas bt b 180 mid notilans] rapat
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Meanyusun hasl rakor ssbagal bahan aporon bahan laporan sebagal bahan evaluasi

1} | - keg . E Meotul=n= rapat 180 mni hegi
B
B
|aporan s=bapa bahan evaluasi
12 |Membesian persetuuan setelah dikonsks i} izporan sebagal tehan evaluasi | 0 nghakaly yareg alah cillcunki thas
Frr g ditandalangani kepala saisi
Sk laporan sebagai bahan evaluas laporan sshaga bahan evaluas:
i3 :ﬁ‘mw*"mm“mﬁm T~ kegiatan yang seish dikoreksidan|  0mnt | kegetan yang telah disressi dan
paraf persetujuan e tancatancam kepal skanior diparaf kasubhag ADLA

{Manmysminkan laporan sehagai bakan evalues kegatan

yang ieioh dtandatangars kepala seksi dan lelah 3 laporan sebogai bahan evaluasi laporan s=baga bahan evaluasi
1d | chparaf kasubbag ADLUM kepaca kepala kanior untuk | kegiatan yang felah dikoreksi dan|  § e kegatan yang teah dicoreksi dan

dikoreks| dan mendapat persefujuan sert ocer i diparal kasubbag ADUM diparal kasublag ADLUM

citandatangan

\oporan sebagal bahan evaiuasi Met laporan s=hagal bahan evaluasi
18 |Memberikan persetujuan setefah dikoreks kegiatan yang telah dikoreksidan| 16 mmt kegatan ditandatangan kepala
diparaf kasubbag ADUM kamlor

' |Meneruskan dipsosis: kepaln kanior kepasda kepata Ih- [ ':jﬂ |W:““mbdm S datar tanca terma laporan seoaga

sekis melalui petugas pengadministcasi urmem s "1 St K s fangan haban evalusesi kegatan

k=pala kanior
\ . .

47 {Mendokumentasian dan mengamipkan ipoman hasd [j inporan sebagai bahan eakasi | 4, i i v vl Mgl

|kegiatan rakor LS-LF

kegpadan
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REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/058
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021
Tgl. Efektif anuari 2021
Disahkan oleh

NAMA SOP :KEMITRAAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

2. PP RI nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

3. PP RI nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan

4. PP RI nomor 79 tahun 2006 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah

5. Kepmenkes Rl nomor 1626 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan
SOP administrasi pemerintahan Kemenkes RI

6. Kepmenkes RI nomor 21 tahun 2011 tentang rencana strategis Kemenkes Rl 2015-
2019

7. Per MENPAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pemdoman SOP-AP

8. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkes RI

1.  Mampu menyusun telaahan dan laporan

2. Mampu menggunakan komputer

3. Rajin, cekatan, teliti

4. Memiliki nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif dan bersih
5. Memahami tugas pokok dan fungsi BTKLPP Kelas | Makassar

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP tatalaksana surat keluar
2. SOP penyusunan laporan

3. SOP penyelenggaraan rapat
4. SOP tatalaksana rapat

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait hubungan
kemitraan
2. Komputer dan alat tulis kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila undangan tidak terdistribusi dengan baik, maka kemitraan tidak bisa berjalan
dengan maksimal

2. Hubungan dan sinergitas kemitraan dengan pihak terkait menjadi terganggu atau tidak
dapat berjalan dengan optimal

Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk softcopy
maupun hardcopy
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PROSEDUR S0P KEMITRASN

PELAKSANA MUTU BAKY
Ho. URAIAN KEGIATAN
KEPALA KANTOR | KASUSBAG ADUM | SFUISTAFI PANITIA|  MITRA KERJA KELENGKAPAN WAKTU oUTRUT KETERANGAN

Memioesikan arshan kepada pejabat srukiural Eseion ; i

L Py mengkoordinir pertemuan jejaring kemiraan Keg e e S
1

|pejabat sinuktural eselon Y mempersiankan paremuan .
2 jejaring kemiraan £33N dan arahan 120 mnt {“SWSIEI dan arhan

menugaskan statipanitia urbul mempesslapkan TOR, S
3 |undangan gan S nasasumber daniatsy sabutan disposisl dan arshan i0mnt | konsep TOR, undangansk | 0 BIESERTNA

lsnnya

. S0P tatalaksana
4 |staf menyiapkan TOR, undangan dan SK = "JE konsep TOR, undangan 5K | 120mnt | konsep TOR, undangan, Sk |~ =%
& |memberikan paraf persetujuan -<::,“‘-4 konsep TOR, undangan 5K | 10mnt | Draft TOR, UNDANGAN, SK
¥
§ |Menyerahian kepada kepaia kanior 5 Konsap TORA, undangan SK 5 mot Draft TOR, undangan, SK
T
7 |Memoesikan persefujuan . Draft TOR, undangan, SK 10 mnt TORA, undangan, 5K
¥
! I l T |
E |mefaksanakan periemuan jgarng kemiraan [ ' ] [ - l | | l TOR, undangan, SK 4B mnt catatan hasll peremuan | o0 P;?;w"
&

& |Membeat Eporen satatan hasll peremuan 160 mrt Iaparan gy lsrp
10 |Mendokumentasian laporan hasl keglaten kemitraan faporan 15 mnt tanda bukt arsip SRR Oy

ARSID
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‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/064

Tgl. Pembuatan : 23 Maret 2020
: 21 Februari 2022

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif

NIP 197001121994031004

NAMA SOP : Pelayanan Informasi Publik

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.
2.
3.

Undang-Undang Rl Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Rl Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang — Undang Nomor
14 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdmininstrasiPemerintahan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2349/Menkes/Per/X1/2011 Tahun 2011 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1625/Menkes/SK/VVV/2011 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 182/Menkes/SK/V/2012 tentang Daftar Informasi
Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang — undangan di bidang
standar pelayanan public dan pelayanan informasi

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai informasi publik

Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan mauoun tulisan

Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim

Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik

Berpenampilan rapi, santun, dan berjiwa melayani

Nooakwh

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Berita Acara Penetapan Informasi Yang Wajib Tersedia

1. Formulir Permohonan Informasi
2. Formulir Daftar Informasi yang dikuasai
3. Daftar Informasi Publik yang wajib tersedia

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1.

2.

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan public akan terganggudan
berpotensi menimbulkan masalah hokum bila pelayanan menjadi terhambat
Jangka waktu pemberitahuan PPID Pelaksana

Semua dokumenharus terdokumentasi dengan baik dalam file folder (hardcopy)dan
elektronik (softcopy)
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PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PELAKSANA MUTU BAKU
No. URAIAN KEGIATAN WAKTU
Petugas PPID Ketua PPID KELENGKAPAN . OUTPUT KETERANGAN
(dalam menit)
Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang
dikuasai oleh PPID, untuk membantu, dapat digunakan | . . . . . .
1 form daftar informasi publik dan dokumentasi publik | Formulir daftar informasi publik Daftar Informasi Publik
serta panduan pengisiannya 4
Tidak A

Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan
dokumentasi publik yang sudah didaftar

[ ]
Ya

Formulir daftar informasi publik

Daftar Informasi Publik

Mendokumentasikan informasi dan dikumentasi publik
yang telah mendapatkan pengesahan

:

Formulir daftar informasi publik

Daftar Informasi Publik
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP
Tgl. Pembuatan
Tgl. Revisi

Tgl. Efektif
2022Disahkan oleh

: BTKLPP-MKS/SOP/TU/068
: 01 Februari 2018

2 udirman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP  : PENERIMAAN DAN PENCATATAN PERSEDIAAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Rl Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian

InternalPemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga.

7. PMK RI Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor
213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat.

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman
Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.

9. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/42/2019 tentang
KebijakanAkuntansi Penatausahaan Persediaan

o

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pengelolaan Persediaan di
Kementerian Negara/Lembaga

2. elah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisasi tentang
peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Persediaan di
Kementerian Negara/Lembaga.

3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Pencatatan dan Pelaporan Persediaan

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait

2. Bahan masukan dari Biro Keuangan dan BMN

3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan wifi
4. LCD

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Apabila SOP penerimaan persediaan tidak terlaksana, maka pelaksanaan penilaian | Disimpan sebagai arsip di :
persediaan tidak terarah, penilaian tidak obyektif dan tidak dapat | 1. Tim Penilai PIPK

dipertanggungjawabkan

2. Pengelola Keuangan
3. Kasubag Admininstrasi dan Umum
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PENERIMAAN DAN PENCATATAN PERSEDIAAN

PELAKSANA Mutu Baku
No Alktivitas aabica il =
P asubag etugas
PPK Sesditjen Kabag Pegum dan RT Gudang Kelengkapan Wakiu Output Keterangan
Menginformasikan bahwa akan ada Kontrak, Surat Jalan 15 Menit MNota Dinas
1 |barang masuk gudang. @
 I— 15 menit Disposisi Nota
Memberikan arahan Kabag Pegum Ciifiss
2 |untuk melaksanakan penerimaan |Mota Dinas
barang
|Disposisi Nota Dinas 10 menit Disposisi Nota
3 Menindaklanjuti proses penerimaan h J Dinas
barang yang akan masuk gudang
| Disposisi, Kontrak dan 5 Menit Dispaosisi,

Spesifikasi Kantrak dan
4 Menugaskan petugas gudang untuk I I Spesifikasi

|miefakukan proses penerimaan barang

Memverifikasi kesesysian barang Iﬂl!l:ll?sllsl. -Runtrak dan 300 menit Salinam Surat
: Spesifikasi. Jalan, Kartu
dengan surat jalan, mencatat dalam - Stock. Brint Dut
5 |kartu stock, menginput dalam aplikasi \ | ID‘
dan mengatur barang sesuai tempat ;aput s
rang

yang tersedia di gudang P2F
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/069
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022

Disahkan oleh

N '
A2 rman, ST. M.Kes
NIP 197001121994031004

NAMA SOP : PENCATATAN DAN PELAPORAN PERSEDIAAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.
3.
4

oo

8.

9.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga.

PMK RI Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor
213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/42/2019 tentang Kebijakan
Akuntansi Penatausahaan Persediaan

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pengelolaan Persediaan di
Kementerian Negara/Lembaga

2. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Penerimaan dan Pencatatan Persediaan 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. Bahan masukan dari Biro Keuangan dan BMN
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan wifi
4. LCD

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP pencatatan dan pelaporan persediaan tidak terlaksana, maka penilaian

persediaan tidak terarah, penilaian tidak obyektif, tidak valid dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan

Disimpan sebagai arsip di :

1. Tim Penilai PIPK

2. Pengelola Keuangan

3. Kasubag Admininstrasi dan Umum
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PENCATATAN DAN PELAPCRAN PERSEDIAAN

PELAKSANA Mutu Baku
No Aktivitas & &
perator perator
Ka Sub Bag Adu SAIBA KPKMNL APIP BPFK Kele Waktu ut: Ketera
a B m P i SIMAK BMN Operator ngkapan Dutp: mgan
1 Memverifikasi dan Menyampaikan Laporan Barang masuk, 5 Menit Laporan Barang
SBBK, Laporan Barang dan BA Stock |: ] Barang Keluar, dan Stock masuk, Barang
Opname Opname Barang Keluar dan Stock
(Opname Barang
2 |Memeriksa dan menginput data Kontrak, SP2D, SBBK, S5PK dan [300 menit [Fegister
barang sesuai dengan dokumen - dokumen setara ainnya Transaksi Harian
kontrak, SPh, SP20, BAST, SBEBK, _I Persediaasn
dokumen setara lainnya dan Laporan Masuk
Barang ke dalam aplikasi persediaan [Fembelian)
3 Mengirim data Arsip Data Komputer Arsip Data Komoputer 5 menit Jurnal
[ADK) berupa file kirim ke aplikasi ‘L]
Simak |
-
T
a4 Melakukan rekonsilizsi data SIMAE File Kirim ADE dan Laporan 20 menit
BMMN dan Data SAIBA Meraca SIMAK BMMN
A
5 Mengirimkan data rekonsiliasi ADK h_' Berita Acara Rekonziliasi E- 5 menit Tiket Kirim E-
RECON Reconsiliasi
)
b Melakukan rekonsiliasi ADK SIMAK T Tiket Kirim E-Reconsiliasi 300 menit Tiket Kirim E-
BMM Reconsiliasi,
Laporan
Y-
7 |Mengirimkan data hasil rekonsiliasi ke I Dokumen dan ADK 15 menit Laporan
operator SIMAEK Eselon |, mencetak
dan menyampaikan Laporan
Keuangan Barang Milik Megara yang r
telah disetujui oleh KPB [Unaudited)
B |Mereview Laporan Keuangan Barang - Laporan dan ADK 1500 menit CHRfIHR
Milik Negara [Unaudited) /
4  |mMengaudit laporan Kevangan Barang ICHR/IHR 27000 menit Ovpini 27000
Milik Negara [Unaudited) X
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Mencetak dan menyampaikan
Laporan Keuangan Barang Milik
Megara yang telah disetujui oleh KPE
[Awdited)

CALBMMN UNAUDITED

30000 menit

CALBMN
ALIDITED

30000
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’ KEMENTERIAN
. KESEHATAN

REPUBLIK
‘ INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

(BTKLPP) KELAS | MAKASSAR

SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/077
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018

Tgl. Revisi : 11 Januari 2021

Tgl. Efektif : 21 Februari 2022

Disahkan oleh

NAMA SOP  : PENERIMAAN TAMU

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1.
2.
3.

4.

UU RI nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Permenkes Rl Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan

Dan Pengendalian Penyakit

1. Memahami Etika Pelayanan Tamu

2. Memahami Bahasa Indonesia dengan baik
3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Berpenampilan Rapi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Alat Tulis Kantor
1. Buku Penerimaan Tamu
2. Telepon/Alat Komunikasi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP tidak terlaksana, maka akan kesulitan dalam pelayanan penerimaan tamu

Semua Tamu yang datang harus dicatat dalam buku tamu
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SOP PENERIMAAN TAMU

Pelaksana Mutu Buku
No. Aktivitas Kepala BTKL | Ka.Subbag Pegawai Security Tamu Kelengkapan | Waktu/Menit Output Keterangan
ADUM
1 |Menyambut kedatangan tamu dengan senyum dan ramah Seragam POH 3 Informasi
2  |Menanyakan keperluan dan atau kebutuhan tamu Seragam PDH 3 Informasi
3 [Memberikan informasi yang dibutuhkan tamu Informasi 10 Informasi
4 |Memberikan Kartu Identitas KTFSINNAY 5 Pencatatan
| Pelajar
5  |Mempersilahkan tamu untuk menunggu di ruang tamu - Arahan 10 Informasi
i /
6 Mengmformasma.n Kepada Kepala Balai, Ka.Subbag ADUM, St 10 s
ataupun pegawai yang bersangkutan
7T |Mengisi Buku Tamu Buku Tamu 5 Buku Tamu
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